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ABSTRAK 
 
 
Indonesia bukanlah negara agama, bukan pula negara sekuler. 

Tapi Indonesia adalah negara yang berketuhanan Yang Maha Esa, yang 
menjadikan ajaran agama sebagai dasar moral dan sumber hukum 
materiil dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan masyarakatnya. 
Kehadiran fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia menimbulkan 
kebingungan bagi sebagian masyarakat awam, dimana menurut sebagian 
masyarakat awam fatwa-fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia 
tersebut seakan-akan memiliki kekuatan hukum mengikat. Melihat 
beberapa perspektif yang hidup di Indonesia, meskipun Majelis Ulama 
Indonesia adalah lembaga keagamaan yang dimiliki oleh umat Islam, tapi 
apabila fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia telah diformulasikan ke 
dalam peraturan perundang-undangan maka dampak dari fatwa-fatwanya 
bersifat menyeluruh tidak hanya sebatas berdampak pada umat Islam 
saja. Hal tersebut membuat fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama 
Indonesia terasa menjadi kontroversional dan kontradiktif. 

Permasalahan yang dibahas adalah: pertama, bagaimana 
kedudukan Majelis Ulama Indonesia dalam Sistem Tata Negara 
Indonesia. Kedua, bagaimana kedudukan fatwa Majelis Ulama Indonesia 
dalam perspektif hukum positif. Dan ketiga, bagaimana formulasi fatwa 
Majelis Ulama Indonesia ke dalam hukum positif Indonesia. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode 
pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitiannya adalah deskriptif 
analitis, dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan. Dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian 
ini ialah normatif kualitatif.  

Kedudukan Majelis Ulama Indonesia dalam ketatanegaraan 
Indonesia berada dalam elemen infrastruktur ketatanegaraan, artinya 
Majelis Ulama Indonesia adalah organisasi yang ada dalam masyarakat, 
dan bukan merupakan institusi milik negara atau merepresentasikan 
negara. Kedudukan fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sistem hukum 
nasional adalah sebagai sumber hukum materiil, dalam arti menjadi bahan 
isi untuk sumber hukum formal. Fatwa Majelis Ulama Indonesia memiliki 
kekuatan hukum mengikat apabila telah diformulasikan ke dalam hukum 
formal peraturan perundang-undangan. Fatwa Majelis Ulama Indonesia 
sudah banyak yang diserap oleh regulator menjadi regulasi, tapi formula 
penyerapannya tergantung kebijakan regulator. Ada fatwa yang diserap 
secara utuh, ada pula yang diserap secara parsial, dan ada juga yang 
diabaikan.   

 
Kata Kunci : Majelis Ulama Indonesia, Fatwa, Peraturan Perundang-
undangan 
. 
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ABSTRACT 
 
 
Indonesia is not a religion state, nor a secular state. But Indonesia 

is a nation state that believe in the one supreme God which makes religion 
as the basic and source of substantive law in the implementation of state 
and society. The presence of Indonesian Ulama Council fatwa’s cause 
confusion for most ordinary people, which according to most of the 
ordinary people of the fatwa’s issued by the Indonesian Ulama Council as 
if it has binding legal force. Seeing some perspective living in Indonesia, 
although the Indonesian Ulama Council is a religious institution that is 
owned by muslims, but when fatwa’s Indonesian Ulama Council has 
formulated into regulations, the impact of fatwa’s is comprehensive. It 
makes the fatwa’s issued by the Indonesian Ulama Council was a 
controversial and contradictory. 

The issues to be writted are: the first, how the position of the 
Indonesian Ulama Council in the system of the state structure of 
Indonesia. The second, how the Indonesian Ulama Council fatwa’s 
position in the perspective of positive law. And the third, how to 
formulations fatwa’s Indonesian Ulama Council into positive law. 

The method used in this research is the normative juridical 
approach, the specification research is a descriptive analytical study, using 
the secondary data acquired with library research. And data analysis 
methods used in this research is qualitative normative. 

Indonesian Ulama Council is the socio political sphere, it is an 
Interest group institusional. The fatwa’s of Indonesian Ulama Council is a 
source of substantive law, in the sense of being the source material for the 
content of formal law. The fatwa’s of Indonesian Ulama Council have 
binding legal force if it has been formulated into a formal legal regulations. 
The fatwa’s of Indonesian Ulama Council have many to be absorbed by 
the regulator to be regulations, but the formula of absorption depends on 
the policy regulator. There is absorbed as a whole, some are absorbed 
partially, and some are ignored. 

.   
 

Key Words : Indonesian Ulama Council, Fatwa, Regulations. 
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